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RINGKASAN

Latar belakang: Stunting merupakan masalah kesehatan global. Salah satu faktor penting
yang berkaitan dengan penanggulangan stunting adalah kebijakan pemerintah.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan stunting di
DIY.

Metode: Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan data primer dan sekunder. Data
primer dikumpulkan dengan cara FGD dan indepth interview sedangkan data sekunder
dengan cara studi literatur tentang kebijakan stunting. Data tentang implementasi kebijakan
dianalisis berdasarkan tema 6 C (Clearence/ Clarity, Consentration, Consistency,
Coordination, Chance ability dan Challenge) sedangkan kebijakan dianalisis dengan analisis
segitiga kebijakan berdasarkan isi, content, konteks, dan actor, serta analisis tahapan
kebijakan meliputi agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Penelitian
dilakukan secara hirarki dari level propinsi hingga desa. Pemilihan lokasi adalah propinsi
DlY, Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul dan 2 desa di kabupaten terpilih dengan kriteria
desa dengan stunting tertinggi dan terendah. Informan adalah seluruh kepala OPD yang
terkait dengan RAD stunting dan TPPS, serta di level desa meliputi seluruh TPPS.

Hasil: Secara umum semua indikator percepatan penanggulangan stunting setiap OPD dan
prevalensi stunting melampaui target. Kebijakan stunting berjenjang dari level internasional,
nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga kalurahan. Proses untuk mendorong adopsi
kebijakan dilakukan melalui desiminasikan dalam web site, pertemuan-pertemuan
rapat, disposisi, seminar, kampanye, publikasi ilmiah maupun media social. Secara umum
kebijakan berisi tentang stunting, sarasan, target, tugas dan peran multiaktor dalam
penanggulangan stunting dan semua regulasi secara konsisten mendukung upaya percepatan
penurunan stunting. Koordinasi berjalan lancar namun masih di sector non kesehatan masih
kurang. DIY dengan keistimewaannya mampu dan mempunyai potensi mencapai target
penurunan stunting melebihi target yang ditetapkan secara nasional .

Rekomendasi: Perlu adanya sosialisasi kebijakan dan peran multisector/multiaktor dalam
kebijakan penurunan stunting, pendampingan pemerintahan tingkat kecamatan dan kalurahan
dalam implementasi TPPS, internalisasi dan legalisasi peran perguruan tinggi dalam
penanggulangan stunting pada TPPS dan advokasi, edukasi tentang persepsi stunting kepada
masyarakat dan psikoedukasi pada ibu dan keluarga yang mempunyai anak stunting.

Kata kunci: analisis kebijakan, stunting, RAD stunting, content analisis

vii



BAB |I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan World Health Assembly (2012) telah disepakati secara global salah satu
target pembangunan berkelanjutan (SDG’s) berupa membebaskan segala bentuk
kelaparan dengan salah satu indikatornya adalah penurunan stunting sebesar 40% pada
tahun 2024%. Target tersebut tertuang dalam visi Presiden Jokowi tahun 2019-2024 yakni
mencapai pembangunan sumber daya manusia. Secara hirarki tertulis dalam dokumen
strategic Rencana Pembanguan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kemenkes bidang
kesehatan tahun 2020-20242.

Gizi merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat,
mencegah infeksi, mendukung produktifitas kerja, menciptakan peluang untuk memutus
siklus kemiskinan dan kelaparan, mencapai kualitas hidup lebih baik dan modal
pembangunan bangsa®. Salah satu dampak dari kurang gizi jangka panjang adalah
stunting. Berdasarkan SSGI tahun 2021 prevalensi stunting di DIY adalah 17,3%*
menurun dari hasil survey Riskesdas pada tahun 2018 sebesar 21,41%°.

Pada Peraturan Presiden No. 42/2013 telah ditetapkan Gerakan Nasional Seribu
Hari Pertama Kehidupan dalam upaya meningkatkan status gizi balita yang diikuti oleh
berbagai pengembangan program yang sinergis. Secara khusus, regulasi tentang
penanggulangan stunting di DIY tertuang dalam Pergub DIY no 92 tahun 2020 tentang
RAD pencegahan dan penanggulangan stunting di DIY 2020-2024. Peraturan ini
merupakan acuan dalam mencegah dan menanggulangi stunting bagi pemangku
kepentingan dan masyarakat, mengintegrasikan dan menyelaraskan program terkait
pencegahan dan penanganan stunting terpadu, membangun sinergi integrasi dan
koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan secara terinci dan terukur®. Beberapa upaya
yang tertuang dalam RAD tersebut meliputi intervensi gizi spesifik seperti intervensi pada
balita (pemantauan balita di posyandu, imunisasi, vitamin A, dan PMT); intervensi pada
ibu (kelas ibu hamil, PMT ibu hamil, seminar gizi dan kesehatan); dan intervensi pada
remaja (program tablet tambah darah/ TTD)®’. Sementara kementerian teknis lainnya
berkontribusi dalam intervensi gizi sensitif upaya pemahaman, perubahan prilaku,
komitmen politik, akuntabilitas, konvergensi, koordinasi, dan konsilidasi program

nasional, daerah, serta masyarakat, pendidikan dan kebudayaan seperti literasi gizi dan
1



kesehatan pada orang tua PAUD, pendidikan kesehatan reproduksi dan gizi pada anak
sekolah (SD, SMP, SMA/SMK sederajat), pemberian obat cacing; sektor dinas pekerjaan
umum seperti sarana air bersih dan sanitasi; sektor sosial seperti PKH, pemanfaatan
fasilitator untuk pendidikan gizi dan pemantauan kepatuhan layanan kesehatan dan
bantuan pangan non tunai (BPNT)(5,6,7).

Seiring dengan periode RAD stunting 2020-2024, pemerintah Indonesia
memperkokoh komitmennya untuk mencapai target stunting melalui Perpres no 72 tahun
2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting® serta Perban No 12 tahun 2021 tentang
Rencana Aksi Nasional-Penurunan Stunting Indonesia (RAN-PASTI). Peraturan ini
memberikan advokasi bagi semua level pemerintahan untuk membentuk Tim Percepatan

Penurunan Stunting (TPPS) dengan pimpinan daerah sebagai ketua.

. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi regulasi Pergub DIY
tentang RAD pencegahan dan penanganan stunting di DIY dan Rencana Aksi Nasional
Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021- 2024.

. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan ini adalah transformasi layanan primer yang

mendukung Percepatan Penurunan Stunting melalui kajian kebijakan stunting di DIY.



BAB Il. TINJAUAN PUSTAKA
A. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh karena malnutrisi jangka panjang yag ditandai
dengan skor antropometri TB/U dibawah -2 SD. Kondisi akibat malnutrisi dalam bentuk
stunting cenderung diikuti dengan hambatan perkembangan di semua aspek, meliputi
aspek bahasa, motoric, sosial, kognitif, dan pematangan organ reproduksi*?.

Stunting disebabkan oleh multifaktor meliputi kebijakan pemerintah, pertumbuhan
ekonomi, pertumbuhan penduduk, bencana, pandemic, ekonomi keluarga, pendidikan
orang tua, pekerjaan orang tua, lingkungan tempat tinggal, hygiene sanitasi dan air bersih,
ketersediaan pangan, fasilitas dan layanan kesehatan. Selain itu stutning disebabkan oleh
faktor maternal seperti tinggi badan ibu, status gizi, status kesehatan, keadaan emosional
pada saat hamil, perawatan kehamilan, riwayat infeksi dan sakit berulang, stimulasi
pertumbuhan, perkembangan, berat lahir, panjang lahir, imunisasi, ASI, PMT, MP-ASI
dan lain sebagainyal?1314.1516-18

Masa balita adalah periode kritis kehidupan. Kurang gizi pada masa kanak-kanak
memberikan dampak diseluruh periode kehidupan. Stunting berdampak pada risiko
mortalitas dan morbiditas, menurunkan skor 1Q-point, prestasi belajar, delay
perkembangan pada semua siklus kehidupan yang sifatnya permanen. Dalam jangka
panjang malnutrisi pada masa balita meningkatkan risiko gangguan sindrom metabolic
dan penyakit tidak menular, menambah beban biaya negara untuk penanganan penyakit
tidak menular, menurunkan produktivitas kerja. Bahkan dalam lingkup yang lebih luas
stunting atau malnutrisi kronik mengganggu stabilitas ekonomi negara dan pembangunan
sumber daya manusia®®-2,

Pemerintah telah menetapkan konvergensi penanganan stunting melalui kerja keras
yang sinergic multisector melalui 5 pilar, yakni pilar 1 komitmen dan visi kepemimpinan;
pilar 2 kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; pilar 3 konvergensi,
koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa, pilar 4 gizi dan ketahanan
pangan, pilar 5 pemantauan dan evaluasi®. Strategi yang digunakan untuk penanganan
stunting adalah 8 aksi konvergensi penurunan stunting meliputi aksi 1 analisis situasi, 2
rencana kegiatan, 3 rembug stunting, 4 peraturan bupati/walikota tentang peran desa, 5
pembinaan PKM, 6 sistem manajemen data, 7 pengukuran dan publikasi stunting, 8

review kinerja tahunan®. Dalam rangka penanggulangan stunting dilakukan upaya
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terintegrasi oleh lintas program dan sektor melalui intervensi gizi sensitif dan spesifik
pada sasaran ibu hamil hingga remaja?® sehingga akses informasi, pelayanan kesehatan
dan rujukan target sasaran tersebut meningkat?®.

Konsep penanggulangan stunting di Indonesia mempertimbangkan beberapa aspek

l I | I

seperti pada Gambar 1.

KETAHANAN PANGAN UNGKUNGAN SOSIAL LINGKUNGAN UNGKUNGAN
(ketersodizan, {noema, makanan bay| KESEHATAN PEMUKIMAN
keterjunghauan dan dan snak, hyglene, (akses, pelayanan {air, sanitasl, kondisi PENYEBAB TAK LANGSUNG
akses pangan bergiz) pendidikan tempat preventif dan kuratif) bangunan)

heria)

Pendapatan dan kesenjangan ekonoml, perdagangan, urbanisasi, glopalisasi, sistem pangan,
perlindungan sosial, sistem Kesehatan, pembangunan pertanian dan pemberdayaan
perempuan

t t t

Komitmen politis dan kebijakan pelaksanaan aksi kebutuhan dan tekanan untuk
implementasi, tata Kelola keterlibatan antar Lembaga pemerintah dan non-
pemerintah, kapasitas untuk implementasi,

Sumber: UNICEF 1997; IFPRI, 2016; BAPPENAS 2018, disesuaikan dengan konteks Indonesia

Gambar 1. Kerangka percepatan penurunan stunting

Sumber: stunting.go.id

B. Kebijakan Stunting Di Indonesia

Dalam rangka percepatan penurunan stunting di di Indonesia, saat ini pemerintah
telah berkomitmen melalui Peraturan Presiden RI no 72 tahun 2021 untuk melakukan
percepatan penurunan stunting balita. Kemudian dalam rangka implementasi strategi
nasional percepatan penurunan stunting, maka Kepala BKKBN mengeluarkan regulasi
melalui Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan
Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun
2021-2024 yang selanjutnya disebut RAN-PASTI Tahun 2021-2024 adalah rencana aksi

nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024
4



yang digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara
kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia
yang sehat, cerdas, dan produktif. Untuk mewujudkan RAN-PASTI setiap daerah dengan
dipimpin oleh kepala daerah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting/TPPS,
dengan tugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan

Percepatan Penurunan Stunting di daerahnya masing-masing.

C. Kebijakan Stunting Di DI'Y

Sesuai dengan kebijakan percepatan penanggulangan stunting untuk mencapai tujuan
SDG’s, pemerintah DIY telah melakukan strategi 8 aksi konvergen stunting terintegrasi
baik lintas program, lintas sektor, perguruan tinggi dan CSR serta lainnya. Strategi
nasional stunting dilakukan melalui 5 pilar pencegahan stuntingh meliputi: 1) Komitmen
dan Visi Kepemimpinan Nasional dan Daerah, 2) Kampanye Nasional dan Komunikasi
Perubahan Perilaku, 3) Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Desa, 4) Ketahanan
pangan dan gizi, 5) Pemantauan dan evaluasi (Presiden Republik Indonesia 2021).

Dalam rangka koordinasi pencegahan dan penanganan stunting di DIY,
pemerintah daerah telah mengeluarkan regulasi Rencana Aksi Daerah (RAD) stunting
tahun 2020-2024 untuk dipedomani bagi stake holder dan masyarakat. Selain itu
peraturan ini juga digunakan untuk meningkatkan literasi dan peran serta pemangku
kepentingan tentang stunting, mengintegrasikan dan menyelaraskan program dan
kegiatan terkait pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu; membangun
sinergi, integrase dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan
dan penanganan stunting secara terinci dan terukur/jelas;dan sebagai panduan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Aksi Daerah pencegahan dan
penanganan stunting tingkat kabupaten/kota®.

D. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah proses mengumpulkan data dan informasi mengenai
tantangan dan hambatan dari implementasi kebijakan mengenai suatu permasalahan di
bidang kesehatan. Analisis kebijakan ini bermanfaat untuk memberikan informasi yang

relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dalam
5



memecahkan masalah kesehatan. Analisis kebijakan dilakukan dengan tujuan untuk

memberikan bahan masukan, pertimbangan, rekomendasi dan alternatif/usulan kebijakan

dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pencegahan dan

penanggulangan stunting bagi para policy maker.

Terdapat beberapa teori analisis kebijakan antara lain analisis triangle policy,

tahapan kebijakan, serta pisau analisis 6 C. Secara detail sebagai berikut:

D.1. Analisis triangle policy

Analisis kebijakan penanggulangan stunting dilakukan menurut teori Walt dan Gilson, 1984

dengan menggambarkan isi, proses, aktor, konten dan konteks kebijakan stunting. Secara

detail pada Gambar 2.

Isi/ Content

Konteks

Actor
e Individu

e Grup

e Organisasi

Proses

Gambar 2. Segitiga Analisis Kebijakan
Sumber: Walt and Gilson (1994)

D.2. Analisis tahapan kebijakan

Adapun tahapan analisis kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan stunting

ini meliputi?* :

a. Tahapan 1: Agenda setting

Pada tahapan

ini diidentifikasi pentingnya pencegahan dan penanggulangan

stunting di Indonesia. Menurut Riskesdas tahun 2018, Indonesia termasuk negara

dengan prevalensi stunting berat (>30,8%). Meskipun telah terjadi penurunan

stunting sebesar 1,28%/tahun tahun berdasarkan Riskesdas tahun 2013 dan

2018226 namun percepatan penurunan stunting ini diestimasi tidak dapat

mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Pandemic



covid-19 merupakan ancaman tersendiri bagi pencapaian target penurunan
stunting.

b. Tahapan 2: Policy formulation
Tahapan ini mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah stunting. Analis
kebijakan tentang stunting seharusnya merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara
jelas, realistis dan terukur. Tahapan ini juga mengembangkan pilihan-pilihan atau
alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah publik serta siapa saja yang
berpartisipasi di dalamnya.

c. Tahapan 3: Policy adoption
Yakni pengadopsian kebijakan merupakan tahapan ketiga yang dilakukan
pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan diberlakukan secara
umum bagi masyarakat

d. Tahapan 4: Policy implementation
Secara umum implementasi kebijakan merupakan upaya agar kebijakan dapat
dilaksanakan. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti
sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, dan lingkungan.

e. Tahapan 5: Policy evaluation
Tahapan ini menilai tentang penilaian atau evaluasi kebijakan yang bertujuan
untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan
masalah.

D.3. Analisis pisau kebijakan 6 C
Analisis kebijakan ini meliputi unsur

a. Clearence/Clarity, mengandung makna kejelasan program, regulasi, cara
implementasi dan langkah implementasi regulasi tersebut informasi sampai ke
seluruh pemangku kebijakan

b. Consentration, yakni memuat tentang alokasi sumber daya apakah mendukung
baik dana maupun sumber daya masyakarat, apakah kebijakan ini di dukung
dengan alokasi dan sumber daya yang memadai baik di level pemerintahan
tertinggi hingga desa

c. Consistency, mengandung arti tentang konsistensi kebijakan

d. Coordination, artinya koordinasi lintas program, lintas sector dan koordinasi

secara vertical dan horizontal.



Chance ability, yakni kemampuan dan potensi kebijakan untuk mencapai
target/tujuan dan perubahan yang diinginkan

Challenge, artinya berkaitan dengan tantangan dan hambatan yang dihadapi pada
implementasi kebijakan tersebut.



A. Desain

BAB Ill. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Rapid Assesment Procedures

(RAP) untuk memgetahui tentang implementasi kebijakan pemerintah tentang stunting

pada level propinsi hingga desa secara hirarki.

B. Tempat dan waktu

Penelitian dilakukan di DIY pada tahun 2022. Dengan mempertimbangkan tingginya

prevalensi stunting dan status lokus non lokus stunting, maka dipilih secara purposive

kabupaten, kecamatan dan desa yang memenuhi Kriteria tersebut. Yaitu Kabupaten

Bantul, Kapanewon Sewon-Kalurahan Panggungharjo dan Kapanewon Sedayu Kalurahan

Argorejo serta Kabupaten Gunung Kidul-Kapanewon Wonosari Kalurahan Kepek dan

Karangrejek.

C. Informan dan cara pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan cara FGD dan in-depth interview, dengan informan

ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kecukupan.

Secara detail pada Tabel 1.

Tabel 1. Cara pengumpulan data dan partisipan/informant

Level Pengumpulan Data Informant Jumlah
Provinsi FGD Tim RAD stunting dan 20-30 orang
TPPS
In-depth interview Bappeda, BKKBN, 3 orang
Dinkes DIY
Kabupaten | FGD TPPS 20-30 orang
In-depth interview Bappeda, BKKBN, 3 orang
Dinkes DIY
Kapanewon | FGD TPPS 20-30 orang
In-depth interview Kepala Jawatan Sosial, 3 orang
Petugas Puskesmas
Kalurahan | FGD TPPS 20-30 orang
In-depth interview Carik, KPM/kader 3 orang
coordinator, bidan desa
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D. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

D.1. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan cara in-depth interview dan FGD tentang

implementasi kebijakan dan informasi lainnya yang mendukung

D.2. Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari laporan evaluasi RAD stunting DIY tahun 2021

dan kebijakan dari berbagai sumber berbasis web antara lain: https://www.who.int/;

https://www.unicef.org/;

https://stunting.go.id/;

https://cegahstunting.id/;

http://jdih.jogjaprov.go.id; https://jdih.slemankab.go.id/; https://jdih.bantulkab.go.id/;

https://jdih.kulonprogokab.go.id/;

https://jdih.jogjakota.go.id/;

https://jdih.gunungkidulkab.go.id/. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret

2022 hingga September 2022.

E.Tahapan kegiatan

Alur/prosedur penelitian meliputi langkah-langkah seperti pada Gambar 3..

Kajian stunting di DIY

Artikel/publikasi
sebelumnya

(Kualitatif)
Primer |_ Sekunder
In-de-th interview FGD Desk review
kebijakan dan
v
Analisis

!

Output: laporan, HKI, artikel publikasi, policy brief

Gambar 3. Tahapan Penelitian
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E. Instrumen

Instrumen pada penelitian ini adalah:
- Alat tulis
- Recorder
- Formulir persetujuan informan
- Form lembar observasi
- Peta tempat duduk proses FGD
- Slide/catatan pengantar FGD

- Form transkripsi

F. Analisis
Triangulasi dilakukan dengan triangulasi metode. Selanjutnya data dianalisis
berdasarkan tema dan sub tema sesuai dengan teori analisis kebijakan yang dirujuk.

G. Pertimbangan Etik

Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari KEPK Universitas Aisyah-
Yogyakarta no 1987/KEP-UNISA/I11/2022 tanggal 12 Maret 2022.
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Capaian Rencana Aksi Daerah tentang Penanggulangan Stunting di DIY

Pemerintah DIY mempunyai komitmen yang tinggi dalam penanggulangan
stunting. Diawali dengan kajian kebijakan stunting pada tahun 2019 dan didasari temuan
bahwa regulasi dan kebijakan yang ada belum mengakomodir secara progresif
percepatan penurunan stunting di DIY, maka lahir kebijakan melalui Peraturan Gubernur
DIY no 92 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) stunting DIY tahun 2002-
2024. Pergub ini berisi tentang rencana aksi daerah dalam rangka percepatan penurunan
stunting di DIY. Kebijakan ini bertujuan untuk: a) meningkatkan pemahaman dan peran
serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pencegahan dan
penanganan stunting; b). mengintegrasikan dan menyelaraskan program dan kegiatan
terkait pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu; c). membangun sinergi,
integrasi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan
penanganan stunting secara terinci dan terukur/jelas; dan d). sebagai panduan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan
Stunting Tingkat Kabupaten/Kota. Ruang lingkup RAD Pencegahan dan Penanganan
Stunting Tahun 2020-2024 meliputi peran pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, perguruan tinggi, organisasi profesi,
dan pemangku kepentingan lainnya dalam menurunkan prevalensi stunting di DIY?’.

Dalam RAD stunting DIY terdapat 18 pelaku/aktor penanggungjawab kegiatan
penanggulangan stunting, meliputi OPD, perguruan tinggi dan organisasi profesi®’.
Semua actor melakukan kegiatan sesuai dengan indicator penurunan stunting yang telah
disepakati. Sinergitas peran penta-helix baik pemerintah, akademik dan organisasi
profesi, masyarakat madani, dan industry serta media dalam penanggulangan stunting
sangat diperlukan. Pada kenyataannya pemerintah telah banyak berperan dalam upaya
mengatasi stunting, namun OPD non kesehatan masih ditemui belum memahami
perannya sebagai aktor dalam upaya tersebut. Peran masyarakat madani sangat banyak
dalam penanggulangan stunting, menjangkau masyarakat marginal namun upaya ini
perlu diperluas sehingga akses layanan kesehatan masyarakat utamanya keluarga
berisiko stunting dapat terpenuhi. Sementara itu kerja sama industri atau bisnis perlu
dioptimalkan dengan panduan intervensi yang memadai. Peran akademisi telah banyak

dilakukan namun diseminasi hasil kegiatan masih terfokus pada artikel akademik dengan
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pembaca sesama akademisi atau peneliti, sehingga diperlukan wahana untuk diseminasi
informasi dalam bentuk masukan kebijakan. Peran media masa sangat penting, dalam
membangun kesadaran masyarakat, membentuk opini dan kepercayaan orang sehingga
dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat. Berdasarkan pengamatan di website,
stunting menjadi berita hangat dengan topik tentang tingginya angka stunting di

Indonesia, sebab, dampak dan intervensi yang dilakukan.

Penelitian sebelumnya di Jawa Timur telah mengungkapkan pentingnya peran
penta-helix dalam penanggulangan stunting®®. Tentu saja penggabungan peran penta-
helix ini terkadang menemui hamtan administrative sehingga untuk mendorong tindakan
lintas sektoral membutuhkan kemauan politik, motivasi, dan kolaborasi berbagai pihak

sehingga membawa dampak bagi peningkatan kesehatan?®.

Berdasarkan wawancara dengan informant kunci ditemukan isu strategis
percepatan penurunan stunting di daerah di DIY meliputi: 1) Kelembagaan dan
Kordinasi Percepatan Penurunan Stunting, masih lemah dan perlu diberdayakan, 2)
Program/Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif belum konvergen dan belum
sepenuhnya efektif, 3) Kebijakan penurunan stunting belum sepenuhnya diterjemahkan
kedalam perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD dan RKPD), 4) Kapasitas
pelaksana program didaerah masih lemah dan terbatas dari sisi pengetahuan dan
ketrampilan, 5) Kualitas, pengelolaan dan penggunaan data masih terbatas, 6) Perilaku
masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan upaya penurunan stunting dan dukungam
sosial masih rendah.

DIY menetapkan target prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 21,77%?%’,
namun dengan perkembangan percepatan penurunan stunting pada survai SSGI 2021
dengan prevalensi stunting sebesar 17,3%*, maka ditetapkan ulang target stunting pada
tahun 2024 adalah 14%. Secara detail target dan capaian prevalensi stunting pada
Gambar 4.
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Gambar 4. Target dan capaian prevalensi stunting DI'Y

Secara ringkas capaian masing masing element seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Penanggungjawab penanggulangan stunting dan capaiannya tahun 2020-2021

jasa sesuai ketentuan

No Penanggungjawab Capaian
2020 2021
1 | Dinas kesehatan Sebagian besar tercapai, kecuali: | Tercapai
surveilans gizi, PMT untuk ibu
hamil KEK, suplementasi gizi
mikro, pengendalian diare pada
anak,
2 | Dinas pertanian dan ketahanan | Tercapai Tercapai
pangan
3 | Dinas kelautan dan perikanan Tercapai Tercapai
4 | Dinas PUP ESDM Tercapai Tercapai
5 | BKKBN Tercapai Tercapai
6 | Dp3AP2KB Tercapai Tercapal
7 | Dinas social
Capaian Family development | kurang 0,5% dari target kurang 1,24% dari
session pada PKH target
Capaian KPM yang | kurang 15,9% dari target Kurang 18% dari
mendapatkan bantuan social target
pangan
8 | Kemenag Tercapai Tercapal
10 | Dinas perindag
Pengawasan SNI wajib pakai | Tidak terlaporkan/tidak tercapai | Tidak
industry hasil tanaman pangan terlaporkan/tidak
tercapai
Pengawasan barang beredar dan | Tercapai Tercapai
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11 | BPOM Tercapai Tercapai
12 | Dinas Kominfo Tercapali Tercapai
13 | Biro Bina  Pemberdayaan
Masyarakat (17 indikator)
Pemanfaatan dana desa untuk | Semua indicator tercapai kecuali | Semua  indicator

sarana prasarana kesehatan desa
dan kesehatan masyarakat

*cttn: dana alokasi  untuk
Posyandu 2,5 hingga 6 kali lipat
dari target

alokasi dana desa untuk pelatihan
kader (25%), pelatihan guru
PAUD (33%)

tercapai kecuali:

- Pemeliharaan
sarana air
bersih (12,5%),

- Jambanisasi
(29%),

- Pemeliharaan
poskesdes/poli
ndes (30%)

- Pengembangan
Posbindu
(38%)

- Kunjungan
nifas, pasca
salin dna
neonatal (58%)

- Pelatihan kader
kesmasy (25%)

- Pelatihan kader
dalam
pendampingan
ASI (4%)

- Pelatihan
PAUD HI
(20%)

- Pelatihan guru
PAUD ttg
konvergensi
stunting (54%)

- Pelatihan
pencegahan
perkawinan
anak (21%)

14

Perguruan tinggi: Poltekkes

Kemenkes Yogyakarta

Tercapai

Tercapai

15

Perguruan tinggi: UGM

Tercapai

Tercapai

16

HAKLI

Tercapai

Tercapal

17

Dikpora

Tercapai

Tercapai

18

TPPKK

Semua unsur tercapai kecuali:

Semua unsur
tercapai kecuali:

dan
untuk

Penggerakan kader
pelaksanaan Posyandu
pencegahan stunting

Tidak tercapai

Tidak tercapai

Pembinaan lokus percontohan

NA

Tidak tercapai
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pencegahan stunting (mulai
tahun 2021)

B. Review Kebijakan Stunting Di DIY

Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif,
terpadu dan bersifat multisektor dan multipihak dengan mengintensifkan pendampingan
terhadap keluarga yang melahirkan bayi berisiko stunting. Pemerintah telah mengambil
langkah cepat dengan meluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan stunting
(STRANAS stunting) yang terdiri dari intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Stranas
Stunting memuat lima pilar pencegahan stunting yang merujuk pada Keputusan Wakil
Presiden pada Rapat Tingkat Menteri tentang stunting pada 9 Agustus 2017. Lima pilar
tersebut adalah: 1) komitmen dan visi pimpinan; 2) kampanye dan komunikasi perubahan
perilaku; 3) konvergensi, koordinasi, konsolidasi program pusat, daerah dan desa; 4) gizi
dan ketahanan pangan; dan 5) pemantauan dan evaluasi?.

Dasar hukum untuk melakukan perbaikan status gizi dalam rangka percepatan
pencegahan stunting tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan
kebijakan serta keterlibatan dalam gerakan global. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diterbitkan sebagai acuan
untuk  mendukung  percepatan  penurunan  stunting  dengan  melibatkan
kementerian/lembaga, pemerintah daerah dari level provinsi sampai level desa, dan
pemangku kepentingan secara konvergen dan terintegrasi®. Untuk memperkuat
pelaksanaan percepatan penanganan stunting disusun Peraturan Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Rencana AKsi
Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-
2024. RAN PASTI merupakan panduan penanganan stunting khususnya untuk diterapkan
oleh stakeholder di tingkat daerah berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021,

Kebijakan penanganan stunting di level provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta
tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 tahun 2020
tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting DIY Tahun 2020-
2024. Kebijakan lain yang mendukung penanganan stunting adalah Peraturan Gubernur
DIY Nomor 44 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat
Yogyakarta Sehat Lestari, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
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Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Tahun 2018-2022, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok. Peraturan ini diikuti oleh
pemerintahan kabupaten/kota yang secara lengkap disajikan pada Tabel 1.

Produk kebijakan utama yang dibentuk adalah peraturan bupati/walikota tentang
percepatan penanganan/penanggulangan stunting di daerah dan pembentukan tim
percepatan penanganan stunting. Strategi percepatan penurunan stunting dilakukan
melalui 8 aksi konvergensi stunting meliputi: 1) analisis situasi; 2) rencana kegiatan; 3)
rembug stunting; 4) peraturan bupati/peraturan walikota tentang peran desa; 5) pembinaan
Kader Pembangunan Manusia; 6) manajemen data; 7) pengukuran dan publikasi; dan 8)
review kinerja tahunan®. Penanggulangan stunting dilakukan melalui intervensi sensitif
dan spesifik melalui strategi edukasi kesehatan dan gizi; gerakan masyarakat hidup sehat;
serta gerakan peduli 1000 HPK. Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun
2021 tidak hanya program 1000 HPK, tetapi berlanjut sampai 8000 HPK. Semua
kabupaten/kota ditetapkan sebagai lokasi fokus penanggulangan stunting termasuk lima
kabupaten/kota di DIY sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas No. 10
Tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi
Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022. Hal ini bertujuan untuk memperkuat upaya
konvergensi percepatan penurunan stunting. Studi di beberapa negara telah membuktikan
bahwa intervensi penanggulangan stunting pada sasaran 1000 HPK memberikan benefit
berlipat sebanyak 3,6 hingga kali 48 dibanding intervensi yang diberikan pada periode
kehidpuan selain 1000 HPK®. Sementara itu pertimbangan intervensi stunting pada 8000
HPK telah dilakukan di beberapa negara, untuk mengoptimalkan peluang di setiap
tahapan periode kehidupan sejak hamil hingga remaja akhir serta mengatasi kegagalan
pertumbuhan pada masa kehamilan di masa balita, kegagalan pertumbuhan di masa balita
pada optimasi pertumbuhan di masa kanak-kanak hingga remaja®!.

Penelitian sebelumnya telah melaporkan implementasi kebijakan stunting di
Indonesia, meliputi distrubusi Fe pada ibu hamil, penyediaan suplementasi Fe pada ibu
hamil dengan KEK, advokasi dan konseling ASI eksklusif, PMT balita, suplementasi
vitamin A, Zinc, imunisasi dasar pada balita, PMT balita gizi kurang, monitoring
pertumbuhan balita, pemberian taburia, pemberian obat cacing, perbaikan akses air
bersih dan sanitasi, peningkatan akses layanan kesehatan dan penguranan kemiskinan,

serta edukasi tentang gizi dan kesehatan pada masyarakat®?.
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Selanjutnya kami mengelompokkan regulasi berdasarkan 12 topik meliputi percepatan
penanggulangan stunting, lokasi fokus penanggulangan stunting, Tim percepatan
penanggulangan stunting, ASIl, KTR, STBM, Germas, Gemari, kabupaten layak anak,
Pencegahan perkawinan pada usia anak, keluarga siaga dan penggunaan dana desa,
dengan alasan bahwa setiap sector mempunyai peran dalam penanggulangan stunting

seperti tertera pada Gambar 5.

MEDIA MASSA DUNIA USAHA

\gar

LEMBAGA SOSIAL

g ‘)(EMASYARAKATAN/CSOS g

MITRA PEMBANGUNAN
s :

uat Inisiasi

ORGANISASI PROFESI
DAN AKADEMISI PEMERINTAH PUSAT

Think Tank ‘ DAN DAERA
Inisiator. Fasilit

Gambar 5. Sinergitas Multi-Aktor Dan Peran Stakeholder dalam penanggulangan

stunting.

Regulasi kebijakan stunting berdasarkan topik tersebut seperti pada Tabel 3.
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Tabel 3. Kebijakan terkait Penanggulangan Stunting

di Tingkat Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Y ogyakarta

Topik

Regulasi

Percepatan
penanggulangan stunting

Lokasi fokus
penanggulangan stunting

Tim percepatan
penanggulangan stunting

ASI eksklusif

Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting Terintegrasi
Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stunting

Peraturan Bupati Sleman Nomor 28.3 tahun 2021 tentang Kewenangan Kalurahan dalam Upaya Pencegahan
dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Tingkat Kalurahan

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Mempersiapkan
Generasi Unggul Melalui Program 8000 Hari Pertama Kehidupan Tahun 2021-2025

Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.1/Kep.KDH/A/2021 tentang Kalurahan Lokasi Fokus Prioritas
Penanggulangan Stunting Tahun 2021 dan Tahun 2022

Keputusan Bupati Bantul Nomor 112 tahun 2021 tentang Desa Lokus Prioritas Penanggulangan Stunting di
Kabupaten Bantul tahun 2021

Keputusan Bupati Kulonprogo Nomor 244/A/2021 tentang Kalurahan Lokasi Fokus Prioritas Penanggulangan
Stunting Terintegrasi Tahun 2021

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 128/KPTS/2022 tentang Penetapan Kalurahan Lokasi Fokus Prioritas
Penanggulangan Stunting Tahun 2021-2023

Keputusan Bupati Sleman Nomor 76.6/Kep.KDH/A/2019 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Balita
Stunting Kabupaten Sleman

Keputusan Bupati Bantul Nomor 97 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting
Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 18/KPTS/TIM/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Penanggulangan Stunting

SK Bupati Kulon Progo Nomor 58/A/2022 tentang TPPS

Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu lbu
Eksklusif

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
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No Topik

Regulasi

5  Kawasan tanpa rokok

6  Sanitasi total berbasis
masyarakat

7  Gerakan masyarakat

hidup sehat

8 Gemar makan ikan

9  Kabupaten layak anak

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Keputusan Bupati Bantul Nomor 160 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pemantau Kawasan Sehat Bebas
Asap Rokok
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 3 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun
2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 tahun 2020 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 290 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Gunungkidul
Instruksi Bupati Sleman Nomor 35/INSTR/2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Peraturan Bupati Nomor 124 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 tahun
2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (RAD Germas) di Kabupaten Kulon Progo
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2020
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Surat edaran Nomor: 523/05106/ADPEREKO tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
(GEMARIKAN)
Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak
Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten
Layak Anak Kabupaten Bantul tahun 2018-2021
Keputusan Bupati Bantul Nomor 282 tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
Periode tahun 2021-2025
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No Topik

Regulasi

10

11
12

13

Pencegahan perkawinan -
pada usia anak -
Keluarga siaga -
Penggunaan dana desa —

Tim Pendamping Keluarga

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak
Anak

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Menuju Kabupaten
Gunungkidul Layak Anak

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota
Layak Anak Kota Yogyakarta tahun 2020-2030

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Keluarga Siaga Kota Yogyakarta

Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa

Peraturan Bupati Bantul 179 Tahun 2021 Tentang Rincian dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan
dana Desa Ta 2022

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap
Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021

Perbup Gunung Kidul no 16 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi
Dana Desa Tahun Anggaran 2021
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C. Analisis kebijakan stunting berdasarkan triangle analisis kebijakan

Hingga tahun 2020, leading sector penanggulangan stunting adalah Dinas Kesehatan,
namun setelah adanya Perpres no 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting,
terjadi pergeseran coordinator penanggulangan stunting, yaitu BKKBN.

Selanjutnya kami melakukan analisis kebijakan berdasarkan teori triangle of
analysis. Secara umum konteks kebijakan stunting memuat tentang kebijakan tentang
kebijakan strategis percepatan penurunan stunting meliputi RAD pencegahan dan
penanggulangan stunting, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), penentuan lokus,
TPK, penggunaan dana desa dan kebijakan lain pendukung penurunan stunting. Analisis
kebijakan stunting di DIY Secara detail pada Gambar 6

Konteks: kebijakan strategis
penanganan stunting

Aktor:
Pemerintah dengan
didukung semua
unsur dalam
pentahelix

/ (akademisi dan

Proses:
lima pilar, 8 aksi
konvergen

Konten:
Berbagai program
stunting dan

Gambar 6. Analisis kebijakan stunting berdasarkan triangle policy

Peran pentahelix dalam penurunan stunting sangat diperlukan, beberapa potensi
optimalisasi adalah kerjasama dengan NGO, CSR dalam hal pendanaan program; Perguruan
Tinggi dan organisasi profesi dalam menentukan progam kegiatan dan kurikulum,
implementasi tri dharma perguruan tinggi secara Interprofesional education (IPE) dan
interpersonal collaboration (IPC) serta platform/forum diseminasi kebijakan, media sosial,

dan pemerintah. Hal ini seperti pada temuan riset sebelumnya di Jawa Timur?®.
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Konskuensi dari Perpres no 72 tahun 2021 dan Perban RAN-PASTI no 12 tahun 2021

adalah pembetukan TPPS disetiap level pemerintahan pusat hingga desa, dipimpin oleh

kepala daerah masing-masing. Terdapat perbedaan unsur atau elemen TPPS di setiap hirarki

atau level pemerintahan sesuai dengan arahan/petunjuk BKKBN sebagai leading sector

penanggulangan stunting. Secara detail unsur TPPS di setiap level pemerintahan seperti pada

Tabel 4.

Tabel 4. Unsur TPPS di setiap level pemerintahan
Level pemerintahan Unsur TPPS
Propinsi Pengarah

Ketua pelaksana

Wakil ketua bidang pelaksanaan koordinasi dan kovergensi
Wakil ketua bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, data
dan knowledge management

Wakil ketua bidang pelayanan intervensi gizi sensitive dan
spesifik

Wakil ketua bidang perubahan perilaku dan pendampingan
keluarga

Sekretaris

Sekretariat pelaksana

Kabupaten/Kota

Pengarah

Ketua pelaksana

Sekretaris

Sekretariat Pelaksana

Bidang pelayanan intervensi gizi sensitive dan spesifik
Bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga
Bidang koordinasi, konvergen dan perencanaan

Bidang data, pemantauan, evaluasi dan knowledge
management

Kecamatan

Pengarah

Ketua Pelaksana

Sekretaris

Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan
Bidang Koordinasi Data

Desa

Pengarah

Pelaksana

Bidang lapangan TPK

Bidang lapangan pengelolaan Data

Untuk mendukung tugas TPPS disetiap desa terdapat tim pendamping keluarga (TPK). Satu
tim TPK terdiri dari unsur kader, PKK dan bidan/PLKB.
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D. Analisis kebijakan stunting berdasarkan tahapan kebijakan
D.1. Tahapan 1: Agenda Setting

Pada tahapan ini diidentifikasi pentingnya pencegahan dan penanggulangan stunting
di Indonesia. Menurut beberapa survey nasional, prevalensi stunting di DIY menempati
rangking bawah, bahkan pada tahun 2021, DIY menempati urutan provinsi dengan prevaleni

stunting terendah ketiga setelah Bali dan DKI (Gambar 7).
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Gambar 7. Prevalensi stunting balita di Indonesia tahun 2021
Sumber: SSGI, 2021

Pada tahun 2021, prevalensi stunting di kabupaten/kota di DIY antara 14,9% (Kab
Sleman) hingga Kab Gunung Kidul (20,6%). Trend prevalensi stunting di setiap kabupatan
kota di DIY seperti pada Gambar 8.

[ Riskesdas 2018 [1SSGBI 2019 []SSGI 2021

35

30 42,51
25 ; _
20 25 8 23 4.3
d § Il 4
15 ' | |,
14,9 | 16
10
5
o . e s
Kulon Progo  Bantul Gunung Sleman Kota

Kidul Yogyakarta

Gambar 8. Trend prevalensi stunting di kabupaten/kota di DIY
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D.2. Tahapan 2: Policy formulation

Beberapa alasan penting stunting merupakan masalah serius adalah 1)prevalensi
stunting di Indonesia dari tahun ke tahun merupakan kategori stunting berat3® (>20%)*3436,
2) dampak stunting di seluruh periode kehidupan manusia®’. 3) stunting merupakan
malnutrisi yang bersifat intergenerational®°, 4) belum optimalnya implementasi kebijakan
pencegahan dan penanggulangan stunting®!.

Dalam hal implementasi kebijakan, permasalahan yang muncul dapat disebabkan pada proses
perumusan kebijakan maupun implementasinya.

Menurut observasi peneliti, beberapa kebijakan yang dirumuskan sangat mendukung
percepatan penurunan stunting, seperti RAD stunting, RAD Germas, RAD SDGs, RAD
pangan dan gizi, kebijakan tentang penggunaan dana desa, penentuan lokus stunting, ASl,
KTR, STBM, layak dan ramah anak, TPPS, TPK, pencegakan pernikahan dini dan lain
sebagainya (Tabel 2). Kebijakan tersebut mengatur tentang pasal dan ayat yang jelas dan
realistis. Pada RAD indicator capaian tiap OPD sangat jelas sehingga dapat digunakan
sebagai salah satu alat evaluasi utamanaya evaluasi hasil/target capaian.

Formulasi kebijakan dilakukan secara berjenjang mengikuti hirarki regulasi tertinggi
atau level internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga kalurahan. Menurut
informant dari Bappeda DIY, strategi yang ditempuh agar semua OPD concern terhadap
stunting maka seiring dengan penetapan Gubernur tahun 2022-2027 stunting menjadi salah
satu indicator tugas pokok fungsi pada pemerintahan di level sekretaris daerah, artinya lebih
luas lingkupnya sehingga harapannya semua sector memberikan perhatian pada masalah
stunting dan tidak menganggap stunting hanya masalah kesehatan.

D.3.Tahapan 3: Policy adoption

Tahapan lanjut dari formulasi kebijakan adalah proses pengadopsian kebijakan oleh
pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan diberlakukan secara umum bagi
masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini kebijakan yang berkaitan dengan
penangggulangan stunting baik nasional maupun lokal DIY di desiminasikan dalam web site,
pertemuan-pertemuan rapat, disposisi, seminar, kampanye, publikasi ilmiah maupun media
social. Secara umum semua kebijakan penanggulangan stunting telah mengikutsertakan
multisector sehingga percepatan penurunan stunting dapat tercapai. Berdasarkan observasi
peneliti, Pergub no 92 tahun 2020 tentang RAD penanggulangan stunting di DIY dan Perpres

no 72 tahun 2021 telah menetapkan peran semua sector lintas program, sector dan perguruan
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tinggi dalam upaya penurunan stunting balita. Secara spesifik adopsi kebijakan percepatan
penurunan stunting menurut Perpres no 72 tahun 2021 adalah adanya kebijakan RAN_PASTI
yang mengatur BKKBN sebagai coordinator penanggulangan stunting, Tim Percepatan
Penurunan Stunting (TPPS) di setiap level pemerintahan secara nasional hingga
desa/kalurahan, Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak sumber daya
manusia untuk melakukan pendampingan pada keluarga berisiko stunting. Selain itu
dukungan dana desa, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan APBD digunakan sebagai
sarana upaya pelaksanaan kegiatan percepatan stunting balita dengan penggunaan untuk
erosionalal kegiatan peningkatan kesehatan keluarga berisiko stunting, honor kader,
pelaksanaan Posyandu, peningkatan kapasitas SDM dan PAUD. Dalam penelitian ini
dilaporkan bahwa unsur perguruan tinggi dalam TPPS ditemukan di TPPS legal formal peran
PT dalam TPPS kabupaten/kota dan provinsi belum nyata/belum ada.

D.4. Tahapan 4: Policy Implementation

Secara umum semua regulasi atau kebijakan public tersebut telah diimplementasikan
untuk percepatan penurunan stunting di DIY. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
beberapa hal seperti sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, dan lingkungan.
Dalam penelitian ini kami menemukan bahwa implementasi kebijakan sangat tergantung
pada leadership adatau komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi stunting. Pengalaman
di negara Peru membuktikan bahwa peran kepemimpinan yang tinggi mampu menurunkan
prevalensi stunting dari 28,5% pada tahun 2007 menjadi 14,4% pada 2015. Demikian pula di
negara Brazil, komitmen dan kepemimpinan presiden yang memprioritaskan upaya
peningkatan gizi dan akses terhadap layanan kesehatan mampu menurunkan prevalensi
stunting dari 37% menjadi 7% dalam kurun waktu 30 tahun®®,

Kebijakan stunting diadopsi dan diimplementasikan dalam berbagai program
intervensi sensitive dan spesifik untuk mendorong kemajuan lebih lanjut dalam mengurangi
stunting, mengoptimalkan anak pertumbuhan dan perkembangan, serta mencapai target
sesuai dengan SDGs, RPJMN maupun RPJMD. Beberapa penelitian telah membuktikan
peran intervensi spesifik dalam menanggulangi stunting yakni antara 30%’ hingga 40%% dan
peran intervensi sensitive 50%°® hingga 70%’. Hasil temuan berdasarkan wawancara dengan
informant menyatakan bahwa implementasi kebijakan stunting di berbagai level daerah
kabupaten hingga kalurahan meliputi kegiatan TPPS, TPK, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil,
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Rembug stunting, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, home visit keluarge berisiko stunting,
rumah sehat, bank desa, suplementasi Fe pada remaja, WUS dan ibu hamil serta monitoring
evaluasinya, berbagai inovasi pencegahan dan penanggulangan stunting berbasis kearifan
local (misalnya : Pecah ranting hiburane rakyat (Generasi Ceria Tanpa Anemia Cegah
Stunting) Payung Penting (gaya puspaku, getar thala-Sleman; Emping Jamil. Sabu-sabu
(Sambang Bumil Sambang Bufas), Jare Hebat-Jambore Remaja Hebat -Bantul, Gencar tamia
Centing (Generasi Ceria Tanpa Anemia Cegah Stunting), Gema Canting (Gerakan
masyarakat sehat bebas stunting) di Kab Bantul; Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting (Ayo
Tunda Usia Menikah Semagat Gotong Royong Cegah Stunting) di Kab Gunung Kidul,
Kumbo Nambo (Kumpul bocah nambah bobot) di Kulon Progo, dan Recana Aksi Daerah
(RAD) mempersiapkan generasi unggul melalui 8000 HPK di Kota Yogyakarta. Capaian
intervensi sensitive dan spesifik di DIY dilaporkan di kemendagri dalam website

stunting.go.id sebagaimana terlihat pada Gambar 9.

Intervensi Gizi Spesifik Tahun 2020 Intervensi Gizi Sensitif Tahun 2020
Cakupan Tablet Tambah Darah untuk L _83.6% Cakupan RT dengan Air Bersih Layak™ _ 88.1%

Cakupan Tablet Tambah Darah untuk R. - 39.1% Cakupan RT dengan Sanitasi Layak** - 79.5%
Cakupan Promosi dan Konseling Meny.. | NA Cakupan RT 1000HPK Penerima BPNT/.. l 13.8%
Cakupan Promosi dan Konseling PMBA | NA Cakupan JKN Baduta®* - 34.0%
akupan PMT untuk rxex [ 9. :
Cakupan untuk Bumil KE 89.0% Cakupan JKN Balita** -38.4%
Cakupan PMT untuk Anak Balita Gizi K.. 78.
P - 8.5% Cakupan JKN Ibu Hamil** - 62.8%

Cakupan PMT untuk Anak Balita | NA

Cakupan Jamkesda Baduta** I9.3%
Tata Laksana Gizl Buruk | NA

Cakupan Balita yang dibawa ke Posyan. - 61.3%

Cakupan Balita yang Mendapatkan Vit.. _ 86.3%

Cakupan Suplementasi Zinc untuk diare | NA

Cakupan Pemeriksaan Kehamilan/Caku.. _ 84.6% Cakupan RT 1000HPK Penerima PKH™ I11'5%

Cakupan Jamkesda Balita** I9.7%
Cakupan Jamkesda Ibu Hamil** l10.3%

Cakupan PAUD Baduta* | 0.2%

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap®® -400% Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) | NA
Cakupan Suplemen gizi mikro setelah t., NA Cakupan Desa P2L*™
Cakupan Manajemen Terpadu Balita Sa.. | NA Fortifikasi Pangan | NA
* Profil Kesehatan Indonesia HEE 4@

Gambar 9. Capaian intervensi sensitive dan spesifik di DI'Y tahun 2020
Sumber: stunting.go.id

Selain itu adopsi kebijakan tergambar dari jumlah OPD pengampu penanggulangan
stunting yang terus meningkat dari tahun ke tahun, seperti pada Gambar 10.
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Gambar 10. Jumlah OPD yang Mengampu Masalah Stunting Balita di DI'Y
Sumber: Bappeda DIY, 2022

Perkembangan jumlah program penurunan stunting di DIY dari tahun ke tahun juga
mengalami peningkatan, seperti pada Gambar 11.
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Gambar 5. Jumlah Program Penurunan Stunting di DI'Y
Sumber: Bappeda DI1Y, 2022

Dana tagging stunting merupakan dana yang dialokasikan untuk penanggulangan
stunting baik untuk intervensi sensitif maupun spesifik. Jumlah anggaran stunting di DIY
2019-2021, seperti pada Gambar 12.
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Gambar 12. Tren Jumlah Anggaran Anggaran Stunting di DIY 2019-2021
Sumber: Bappeda DIY, 2022

Sedangkan jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) tiap kabupaten di DIY pada tahun 2019-
2021 seperti pada Gambar 13.
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Gambar 13. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tiap Kabupaten di DIY Tahun 2019-2021
Sumber : Bappeda DIY, 2022

Anggaran untuk Kesehatan
Anggaran untuk bidang kesehatan di Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul cenderung
lebih tinggi daripada kabupaten/kota lain di DIY (>17%).
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Tabel 5. Persentase APBD untuk Kesehatan Kabupaten/Kota di DI'Y

Kabupaten/Kota 2018 2020 2021
Sleman 7,56 - -
Kulon Progo 19,83 12,5 14,6
Gunung Kidul 17,34 18,36 17,07
Bantul 18,29 18,03 18,04
Kota Yogyakarta 16,93 11,3 12

Anggaran intervensi penanggulangan stunting di level kalurahan
Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan®?. Semua rencana kegiatan tersebut
tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Penggunaan dana desa diatur
oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu berupa
Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa 2023. Pedoman Umum ini tercantum
dalam lampiran Permendesa PDTT Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa 2023. Dalam praktiknya pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase
tertentu yang telah ditetapkan, diajukan oleh Kalurahan kepada Bupati melalui Camat disertai
dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan. Berdasarkan wawancara, penetapan
prioritas kegiatan dilakukan dalam rembug stunting dirancang dan disepakati bersama
sebagai rencana intervensi stunting. Dalam praktiknya manajemen dana desa oleh pemerintah
desa memerlukan pendampingan dan pengawasan, serta mentoring seberapa jauh peran Dana
Desa dalam program Desa sehingga tujuan Pemerintah untuk mengalokasikan Dana
Pemerintah Pusat dapat mendukung program Desa dan pencapaian tujuan Pemerintah.
Pendampingan dan pengawasan pada manajemen dana desa diperlukan dalam mengatasi
sebagian kelemahan sumber daya manusia pada pemerintahan desa maupun masyarakat. Hal
ini seperti yang disampaikan peneliti lain di Riau*®. Sementara itu hasil penelitian
penggunaan dana desa di Indonesia secara global menyatakan bahwa penggunaan dana desa
lebih cenderung meningkatkan jumlah badan usaha milik desa baik di Jawa maupun non-
Jawa*,
D.5. Tahapan 5: Policy evaluation

Berdasarkan temuan di lapangan, semua kabupaten kota di DIY telah melaksanakan 8
aksi konvergen stunting, prevalensi stunting telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun
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dengan kecepatan penurunan sebesar 2% per tahun, peran penta-helix dalam penanggulangan
stunting telah nyata sehingga target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14% dapat
tercapai.

Namun beberapa kelemahan yang ditemui adalah lemahnya koordinasi di beberapa
level pemerintahan dalam penanganan stunting, terdapat beberapa organisasi perangkat
daerah non kesehatan yang menganggap bahwa stunting hanya berkaitan dengan masalah
kesehatan, persepsi masyarakat tentang stunting yang belum sesuai, masih menganggap
bahwa stunting sama dengan kurang berat atau stunting adalah hal yang tabu/stigmatis, pola
asuh balita yang kurang sesuai, beberapa intervensi tidak mempertimbangkan sasaran 1000
HPK sebagai penerima utama (misalnya program PKH, Sembako, BLNT), beberapa cakupan
indicator intervensi sensitive dibawah 90%, sementara intervensi gizi berdampak besar
mengurangi stunting sebesar 20% apabila cakupannya mencapai 90%, validasi data balita
stunting dan variasi alat ukur antropometri di lapangan.

Secara nasional evaluasi kebijakan stunting ecara umum dapat dilihat melalui capaian
strategi 5 pilar percepatan penurunan stunting yang dilaporkan secara periodik satu tahun
sekali melalui Dashboard | TP2AK sebagai evaluasi Pemantauan Terpadu Percepatan

Pencegahan Stunting dalam web stunting.go.id. Pada penelitian ini, evaluasi kebijakan dilihat

berdasarkan capaian 5 pilar strategi nasional percepatan stunting. Secara detail sebagai

berikut:

Pilar 1: Peningkatan komitmen komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
Evaluasi pilar 1 dapat dilihat melalui beberapa instrument meliputi: 1) Ada tidaknya
Kebijakan tentang percepatan pencegahan stunting, 2) Rekomendasi kebijakan (Policy
Brief), 3) Rembuk stunting. DIY dan seluruh kabupaten kota telah melampaui target
pilar pertama.

Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi
pilar 2 dapat dilihat melalui: 1) Strategi kampanye perubahan perilaku serta 2) Alat
Komunikasi seperti media dan saluran komunikasi untuk mencapai tujuan. Dalam
penelitian ini kami menemukan bahwa pesan strategi perubahan perilaku dan media
telah ada, dipasang di tempat strategis, terbaca dan mudah dipahami serta beberapa
pertemuan dalam rangka perubahan perilaku yang didukung dengan dana yang

memadai.
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Pilar 3: Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitive. Semua lintas
program dan lintas sector telah melakukan kegiatan yang sinergis dan terkoordinasi
dalam upaya penurunan stunting. Peran penta-helix telah nyata meskipun intensitas,
jangkauan, dan sinergitasnya perlu ditingkatkan untuk menjangkau daerah marginal.

Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan
masyarakat. Strategi ini telah dilakukan oleh pemerintah, misalnya pada OPD
perikanan, peternakan, pertanian dan kelautan dengan program KRPL, B2SA, mina-
horti, KWT, telur, kebun desa/RW/RT, kelorisasi, telur omega-3, forikan, dan upaya
edukasi pengolahan makanan di tingkat rumah tangga. Selain itu program bantuan
pangan yang bergizi, program bantuan sosial dan bantuan pangan, Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT), fortifikasi pangan, dan pengawasan keamanan pangan telah
dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga.

Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Pemantauan dan
evaluasi pada pilar 5 menitikberatkan pada: (a) dampak dan capaian program; (b)
output kunci; dan (c) faktor-faktor yang mendukung percepatan pencegahan stunting.
Menurut hasil pengamatan kami, prevalensi stunting telah mengalami penurunan
dengan kecepatan penurunan stunting yang lebih cepat 4 kali lipat sebelum adanya
konvergen stunting. Dalam hal capaian program, berdasarkan evaluasi RAD stunting
tahunan, sebagian besar target tercapai, dan faktor yang mendukung percepatan
penurunan stunting adalah IPM DIY vyang tinggi, tidak adanya daerah
tertinggal/terpencil, rata-rata lama sekolah yang cukup memadai, fasilita\s dan sarana
prasarana kesehatan, sekolah, rekreasi yang memadai serta skor PPH yang tinggi
(>90%). Selain itu semua OPD mempunyai visi dan misi yang sama tentang
penanggulangan stunting, namun demikian di level daerah masih ditemukan OPD
yang belum mengetahui/memahami perannya dalam penanggulangan stunting secara

konvergen.

E. Analisis kebijakan stunting berdasarkan pisau analisis 6C

Analisis kebijakan stunting berdasarkan pisau analisis 6C dilakukan dengan
mengamati kebijakan berdasarkan aspek sebagai berikut:

a. Clearence/Clarity.
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Dalam penelitian ini kami menemukan bahwa RAD stunting telah memuat dengan
jelas peran dan target capaian setiap OPD dalam upaya menurunkan stunting,
demikian pula halnya dengan TPPS sebagai turunan dari Perpres no 72 tahun 2021,
semua level pemerintahan telah mempunyai TPPS. Namun demikian utamanya di
level kecamatan dan desa masih terdapat petugas yang tidak mengerti dan memahami
peran tugas dan fungsi seperti yang tertera dalam TPPS.
Sementara itu sebagian besar TPK atau tim pendamping keluarga telah mengetahui
dan melaksanakan tugasnya dalam mendampingi keluarga berisiko stunting secara
home visit dengan frkuensi sebulan sekali. TPK ini terdiri dari bidan, PKK dan
kader/petugas PLKB.

b. Consentration.
Menurut hasil penelitian semua level pemerintahan propinsi hingga desa telah
menetapkan stunting sebagai salah satu masalah kesehatan prioritas dan menempatkan
seluruh upaya penanganan stunting menjadi program strategis. Komitmen pemerintah
ini didukung dengan anggaran desa (APBDes atau APBKal). Di level kabupaten
alokasi ini lebih kelihatan dengan banyaknya OPD yang berperan, peningkatan
program dan peningkatan dana tagging stunting yang terus meningkat dari tahun ke
tahun.
Selain anggaran penanganan stunting, intervensi sensitive dan spesifik menjadi salah
satu tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menanggulangi stunting. Dalam
penelitian ini ditemukan bahwa cakupan intervensi sensitive dan spesifik terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam penelitian terkini, intervensi gizi
spesifik berperan 40% dan intervensi gizi sensitive 50% dalam penanggulangan
stunting balita®.

c. Consistency.
Menurut pengamatan kami tidak ada regulasi atau kebijakan yang bertentangan.
Namun ditemui bahwa RAD stunting DIY yang lahir lebih dulu daripada RAN-
PASTI mempunyai indicator atau instrument asesmen yang berbeda dan tidak bisa
disatukan. Kesiapan daerah pada saat monitoring evaluasi sangat tergantung dari
evaluatornya, tentu saja pada pelaku kebijakan hal ini menambah upaya sesuai selera
easesor.

d. Coordination.
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Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana Implementasi
akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila kebijakan tersebut dapat dipahami oleh
seluruh pihak atau lembaga yang bertanggung jawab dan sesuai dengan target sasaran,
sehingga dalam pelaksanaan kebijakan haruslah dijalankan oleh pihak-pihak yang
memang mampu dan sesuai dibidangnya. Pemerintah DIY melakukan monitoring
secara berkala yang dilakukan setiap satu bulan sekali, dalam monitoring tersebut
diharapkan nantinya segala permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam proses
penanganan stunting dapat di diskusikan secara bersama-sama dan dicari jalan keluar
atau solusinya. Mulai dari TPPS tingkat kecamatan hingga kabupaten menyampaikan
hasil perkembangan stunting. Komunikasi ini perlu ada dan dijalankan agar dapat
tercapai tujuan dari setiap program tersebut apabila komunikasi antar lembaga dan
penyelarasan program dapat terlaksana dengan baik sehingga target tercapai.

Meskipun demikian, hasil temuan kami menyatakan bahwa koordinasi antar

sector non kesehatan utamanya sangat lemah. Pemahaman peran utamanya sector non
kesehatan masih kurang meskipun berbagai upaya seperti sosialisasi, rapat,
komunikasi dan advokasi telah dilakukan. Hal serupa juga ditemui pada penelitian
sebelumnya®.
Change ability.
DIY mempunyai kemampuan dan potensi untuk mencapai target/tujuan dan
perubahan yang diinginkan. Bahkan jika dilihat berdasarkan kecepatan penurunan
stunting 3 tahun terakhir (2018-2021), dan upaya penurunan stunting tetap seperti
sebelumnya, maka pada tahun 2024 diperkirakan bahwa prevalensi stunting di DIY
adalah 11%, melampaui target RPJMN 914%). Potensi ini memungkinkan untuk re-
setting target prevaleni stunting DIY pada tahun 2024 lebih rendah dari target
nasional.

Challenge.

Beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi pada implementasi kebijakan

tersebut adalah:

1) Data validasi. Data rutin digunakan sebagai pijakan intervensi. Kenyataannya
dilapangan terdapat simpang siur data balita stunting yang disebabkan oleh ragam
alat (tikar pertumbuhan, smart stiker/stiker pintar, metlin, infantometer,
microtoice), ketrampilan pengukur, kepatuhan pengukuran, motivasi pengukur.

Sistem remunerasi untuk kader rendah sehingga perlu dipertimbangkan.
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2) Definisi yang beragam, stunting (pendek dengan gangguan perkembangan dan
metabolism) dan stunted (pendek), bahkan pengertian yang rancu antara ukuran
tinggi badan dan berat badan dalam perspektif stunting

3) Faktor social dan fundamental meliputi pengetahuan, daya beli dan pola asuh
orang tua utamanya ibu. Meskipun ibu dan bapaknya berpendidikan namun
pengasuhan balita dilakukan oleh nenek/pengasuh.

4) Program social (program PKH, BLT, bantuan sembako) belum difokuskan pada
1000 HPK, sementara indicator 1000 HPK yang mendapat bantuan social
termasuk elemen intervensi gizi sensitive

5) Ancaman rawan pangan dan kemiskinan pada masa mendatang

6) Transformasi kesehatan belum menyentuh pada dukungan upaya preventif
promotive di tingkat UKBM (standarisasi SDM, sarana, prasarana, fasilitas, alat
dll)

7) Pemahaman lintas sector terhadap stunting serta peran dan tugas lintas sector
belum memadai, masih ada anggapan bahwa stunting adalah persoalan kesehatan
saja

8) Penggantian tim pada saat kegiatan berjalan oleh personal yang baru terkadang
membutuhkan adaptasi, tongkat estafet belum sepenuhnya berjalan efektif

9) Koordinasi yang belum optimal antar multi aktor atau multi sector

10) Persepsi masyarakat tentang stunting yang masih kurang disertai dengan stigma

atau penolakan orangtua jika anaknya disebut stunting.

Secara detail keenam aspek pisau analisis kebijakan disetiap level pemerintahan dan
pernyataannya pada Tabel 6.

Tabel 6. Aspek analisis kebijakan stunting berdasarkan pisau analisis 6C dan pernyataannya
pada setiap level pemerintahan

No | Aspek Level Pernyataan

1 | Clearance Propinsi - TPPS sesuatu yang baru yang sebelumnya Kkita
menggunakan RAD stunting

- Perubahan leading sector tidak menjadi persoalan
meskipun perlu adaptasi pada awalnya

- Indikator RAD stunting dan TPPS berbeda sehingga
agak repot ketika diaudit. Mau menggunakan instrument
yang mana auditornya kita menyesuaikan, namun dari
sisi pelaporan kami harus siapkan 2 jenis tergantung
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auditor atau asesornya

Kabupaten

TPPS jelas
Ada penyesuaian dengan aturan sebelumnya

Kecamatan

TPPS jelas, namun pemahaman dan intensitas peran tiap
petugas belum sama

Kalurahan

Di tingkat kelurahan bervariasi, ada yang sudah punya,
sudah punya namun anggotanya tidal tahu jika ada
dalam SK tersebut

Dalam ketugasan yang baru belum pernah bertemu dan
berkoordinasi, namun kegiatan penanggulangan stunting
sudah dilakukan sejak lama

Consentration

Propinsi

Komitmen pemerintah melalui berbagai
regulasi/peraturan baik yang langsung berkaitan dengan
stunting maupun pendukung

Dana tagging stunting meningkat

Semua OPD mendukung dan terlibat dalam upaya
penanggulangan stunting

Capaian target tahun 2020 dan 2021 sesuai dalam RAD
stunting sebagian besar terlampaui

Kick of penanggulangan stunting pada setiap program
di tingkat gubernur

Kabupaten

Komitmen pemerintah melalui berbagai
regulasi/peraturan baik yang langsung berkaitan dengan
stunting maupun pendukung

Organ yang dibentuk adalah TPPS dan TPK

Dana tagging stunting meningkat

Semua OPD mendukung dan terlibat dalam upaya
penanggulangan stunting

Dana APBD untuk kesehatan meningkat

Kecamatan

Kapanewon telah memikirkan penanggulangan stunting
aita, terdapat SK TPPS dan TPK serta implementasinya
meskipun tidaj tergantung oada

Kalurahan

Dana APBD Kal yang dialokasikan sesuai dengan
peraturan yang berlaku

Di Kab Gunung Kidul khususnya, komitmen pemerintah
dengan menyediaka sumber dana sudah ada, namun
pada penggunaan anggaran tidak leluasa. Misalnya
untuk pelatihan kader sesuai dengan jenis pelatihan yang
dibutuhkan namun dalam praktiknya jenis kegiatan
tersebut tidak bisa didanai.

Penggunaan dana untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat belum mempertimbangkan kriteria rumah
tangga dengan 1000 HPK, sementara di indicator
tersebut muncul di kemendagri (bangda.go,id)
Kalurahan sebagai unsur pemerintahan paling bawah
merasakan adanya egosektoral antara Kemendes,
Kemendagri, BKKBN, Kemenkes sehingga beberapa
aturan dirasa tumpeng tindih.

Consistency

Propinsi

Propinsi mengikuti regulasi di atasnya, meskipun
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adanya RAN-PASTI ada sedikit kerepotan dalam hal
indicator penilaian yang berbeda dan tidak bisa di
satukan antara RAD stunting dan turunan RAN-PASTI

Kabupaten

Pada level kabupaten, ada yangsudah mempunyai RAD
stunting, ada yang sedang membentuk saat adan RAN-
PASTI.

Tidak terlalu

Kalurahan

Terdapat TPPS
Terdapat TPK

Coordination

Propinsi

Melalui kemendagri

Kabupaten

Koordinasi dilakukan dalam pertemuan antar OPD,
baring maupun luring, dan tidak ada jadwal periodic

Kecamatan

Koordinasi di beberapa element masih lemah
Persepsi elemen non kesehatan sudah cukup baik namun
beberapa OPD perlu di advokasi

Kalurahan

Bulanan dalam pertemuan rutin Posyandu
Tiga bulanan dalam musrenbangkal

Change
Ability

Propinsi

Perpres tentang stunting

Misi DIY

Kerja sama antar OPD

IPM tinggi

Tidak ada DPTK

Potensi untuk mendorong capaian target

Keistimewaan DIY dengan karakteristik pimpinan yang
mensupport program stunting

Kabupaten

Potensi untuk mendorong capaian target

Kalurahan

Potensi untuk mendorong capaian target

Challenge

Propinsi

Indicator assessment RAD stunting dan RAN-PASTI
yang berbeda

Kabupaten

Masih terdapat (sedikit sekali) OPD yang belum
memahami peranannya dalam konvergen stunting

Kecamatan

Belum dilakukan

Kalurahan

Pola asuh, pengetahuan orang tua dan daya beli keluarga
Penggunaan APBDKal yang kurang flesibel

Sinergitas yang belum optimal

KPM beragam (social, pendidikan, pengalaman,
motivasi, dll sehingga skill nya berbeda meskipun sudah
dilatih

Peran PKM tidak didiatur dalam regulasi yang formal
sehingga gerak langkah terbatas
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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum semua indikator percepatan penanggulangan stunting setiap OPD mencapai
target yang ditentukan, sehingga penurunan prevalensi stunting melampaui target yang
ditentukan.

Berdasarkan triangle policy analysis, baik RAD stunting dan RAN PASTI berisi tentang
upaya dan target setiap aktor/pelaku dalam upaya percepatan penanggulangan stunting,
mendukung peran multiaktor atau pentahelix dengan berbagai program intervensi baik
sensitive maupun spesifik yang melibatkan sinergitas antar program dalam lima pilar dan aksi
konvergensi penanggulangan stunting.

Berdasarkan tahapan analisis kebijakan, masalah stunting merupakan prioritas masalah
kesehatan nasional yang urgent untuk ditanggulangi. Kebijakan stunting dibuat secara
berjenjang mengikuti hirarki regulasi tertinggi atau level internasional atau SDGs, nasional
(RPIJMN, Perpres, RAN PAST]I), provinsi (RAD, TPPS), kabupaten (RAD, TPPS dan TPK),
kecamatan (TPPS dan TPK) hingga kalurahan (TPPS dan TPK). Proses untuk mendorong
adopsi kebijakan dilakukan melalui desiminasikan dalam web site, pertemuan-pertemuan
rapat, disposisi, seminar, kampanye, publikasi ilmiah maupun media social. Leadership
merupakan kunci implementasi kebijakan stunting.

Berdasarkan pisau analisis 6 C, kami menyimpulkan bahwa kebijakan tentang stunting dapat
dipahami secara jelas (Clear/clarity), namun masiha ada beberapa aktor yang belum
mengetahui tentang kebijakan stunting dan peran tugasnya dalam kebijakan tersebut. Secara
umum kebijakan berisi tentang stunting, sarasan, target, tugas dan peran multiaktor dalam
penanggulangan stunting sebagai masalah kesehatan prioritas dan menempatkan seluruh
upaya penanganan stunting menjadi program strategis (Consentration), semua regulasi secara
konsisten mendukung upaya percepatan penurunan stunting (Consistency), koordinasi
berjalan lancar, dalam pertemuan rutin yang melibatkan semua aktor/OPD/pelaku, namun
masih terdapay kurangnya koordinasi utamanya di sector non kesehatan (Coordination), DIY
sebagai dengan keistimewaannya mampu dan mempunyai potensi mencapai target penurunan
stunting melebihi target yang ditetapkan secara nasional (Change ability). Terdapat beberapa
tantangan dalam penanggulangan stunting seperti belum optimalnya pengukuran
antropometri balita dan validasinya, pemahaman atau persepsi tentang stunting yang beragam

baik pada OPD maupun masyarakat umum, faktor social seperti pengetahuan, daya beli, pola
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asuh, pendidikan, serta optimalisasi program social pada sasaran 1000 HPK, koordinasi yang
belum optimal antar multiaktor dan multisector utamanya non kesehatan serta ancaman
rawan pangan dan kemiskinan pada masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan beberapa temuan tersebut, maka rekomendasinya adalah sosialisasi kebijakan
dan peran multisector/multiaktor dalam kebijakan penurunan stunting, pendampingan
pemerintahan tingkat kecamatan dan kalurahan dalam implementasi TPPS, internalisasi dan
legalisasi peran perguruan tinggi dalam penanggulangan stunting pada TPPS selain Kab
Gunung Kidul serta pentingnya advokasi dan edukasi tentang persepsi stunting kepada

masyarakat dan psikoedukasi pada ibu dan keluarga yang mempunyai anak stunting.
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BAB VII. PENUTUP

Luaran penelitian ini meliputi:

1.
2.

Laporan akhir

Manuscript/artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi sinta 2/3 atau jurnal
internasional

Policy brief, dengan tema:

a. Pendampingan TPPS di tingkat kecamatan

b. Psikoedukasi untuk keluarga balita stunting

c. Fokus jaring social pada keluarga 1000 HPK
Diseminasi melalui media hybrid dan media masa

Diseminasi yang sudah dilakukan adalah:
https://www.bernas.id/2022/07/151545/poltekkes-kemenkes-yogyakarta-lakukan-
penelitian-kks-dalam-penanggulangan-stunting-balita-di-diy/
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Belanja perjalanan

FGD kabupaten

Transport peneliti Sleman-
Bantul
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Keg

100.000

500.000

Trasnport peneliti Sleman-
Gunung Kidul

ok

Keg

200.000

1.000.000

Transport perijinan Sleman-
Bantul

ok

Keg

100.000

100.000

Transport perijinan Sleman-
GunungKidul

ok

Keg

100.000

100.000

Transport lokal peserta Kab
Gunung Kidul

32

ok

Keg

100.000

3.200.000

Transport lokal peserta Kab
bantul

30

ok
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3.000.000

FGD kecamatan
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Transport peneliti Sleman-
Sewon, Bantul

ok
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Trasnport penelitiSleman-
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ok
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100.000

500.000

Transport perijinan Sleman-
Sewon, Bantul

ok

Keg

100.000

100.000

Transport perijinan Sleman-
Wonosari-GunungKidul

ok
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100.000

100.000

Transport lokal peserta

25

ok
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100.000

5.000.000

FGD kalurahan

6.200.000

Transport peneliti Sleman-
Argodadi, Sedayu, Bantul

ok
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Transport peneliti Sleman-
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ok
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Trasnport peneliti Sleman-
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ok
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200.000

1.000.000

Trasnport peneliti Sleman-
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Kidul

ok
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200.000

1.000.000
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ok
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100.000
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Bantul

ok
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100.000

100.000
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ok
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35

ok
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100.000
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Karang Rejek

3.500.000

9 | Transport lokal peserta Kal
Kepek 30 ok Keg 100.000 3.000.000

10 | Transport lokal peserta Kal
Sewon 30 ok Keg 100.000 3.000.000

11 | Transport lokal peserta Kal
Argorejo 30 ok Keg 100.000 3.000.000
15.900.000
Total 52.500.000
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Lampiran 5. Panduan FGD/In-depth Interview

Prov/Kabupaten

Issue: RAD Stunting

1.
2.

©ooNe R W

Apakah ada RAD stunting? (observasi jdih)

Apakah pentingnya RAD stunting. RAD yang ada saat ini, bagaimana proses
formulasi hingga evaluasinya?

Apakah mencapai target? Apa kendala dan hambatan?

Apakah pandemi (awal -2020) mempengaruhi capaian RAD stunting?
Bagaimana respon daerah dengan adanya RAN PASTI

Bagaimana isi nya? Apa irisannya? Apa pertentangannya?

Bagaimana implementasi kebijakan berdasarkan analisis triangle kebijakan
Bagaimana implementasi kebijakan berdasarkan tahapan kebijakan
Bagaimana implementasi kebijakan berdasarkan analisis pisau kebijakan 6C

Implementasi kebijakan stunting di desa

1.

2
3.
4.
5

~No

Bagaimana situasi stunting saat ini ? Apa penyebabnya ?

Apa intervensi/inovasi program yang telah dilakukan?

Apakah sudah ada SK TPPS?

Bagaimana konsistensi dan efektifitas kerja TPPS

Bagaimana bapak ibu berkoordinasi antar tim, koordinasi keatas, kesamping (antar
OPD/SKPD)?

Hingga saat ini, bagaimana TPPS bekerja ? (target, monitoring, evaluasi)

Apakah ada kekuatan dan kelemahan TPPS ini ?

Apakah ada hambatan bapak ibu dalam bekerja sebagai TPPS? Bagaimana
mengatasinya ?

Apakah yang menjadi tantangan TPPS? Strategi apa yang dilaksanakan

Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan
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FGD Kabupaten Bantul, 25 Juli 2022

FGD Kabupaten Gunungkidul, 27 Juli 2022

FGD Kalurahan Argorejo, Sedayu, Bantul, 8
September 2022

FGD Kalurahan Panggungharjo, Sewon,
Bantul, 16 September 2022

o

Focug Group Msscusion

T W,

FGD Kalurahan Karangrejek, Wonosari,
Gunungkidul. 14 September 2022

FGD Kalurahan Kepek, Wonosari,
Gunungkidul, September 2022
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